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PEDOMAN TRANSLITERASI 
1. Konsonan 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan 
Tidak  dilambangkan 
ب ba b Be 
ت ta t Te 
ث sa s es (dengan titik di  atas) 
ج jim j Je 
ح ha h ha (dengan titk di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d De 
ذ zal z zet (dengan titik di atas) 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
س sin s Es 
ش syin sy es dan ye 
ص sad s es (dengan titik di bawah) 
ض dad d de (dengan titik di bawah) 
ط ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ za z zet (dengan titk di bawah)  
ع ‘ain ‘ apostrop terbalik 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Qi 
ك kaf k Ka 
xi 
 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ه ha h Ha 
ء hamzah , Apostop 
ي ya y Ye 
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah i I 
 Dammah u U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
  
fathah dan ya 
 
ai 
 
a dan i 
 
  
fathah dan wau 
 
au 
 
a dan u 
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3. Maddah 
Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan 
Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan Tanda 
 
Nama 
 
  
fathah dan alif 
atau ya 
 
a 
 
 
a dan garis di 
atas 
  
kasrah dan ya 
 
i 
 
i dan garis di 
atas 
 
  
dammah dan 
wau 
 
u 
 
u dan garis di 
atas 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan  ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
ta marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid ( ّ◌), dalam transliterasinya ini dilambangkan  
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ي ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (ﹻ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 
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6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﻻ 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an 
(dari al-Qur’an), sunnah,khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut 
menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (ﷲ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
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Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-
ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf 
A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 
dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
 
NAMA : MUH IDHAM DZULHAM 
NIM : 10100113048 
JUDUL SKRIPSI : PANDANGAN HAKIM MEDIATOR TENTANG 
KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PARE 
PARE KELAS IB 
Skripsi ini membahas mengenai sejauh mana Pandangan Hakim Mediator 
tentang Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Pare pare. Penumpukan perkara 
di pengadilan merupakan salah satu yang menghambat diterapkannya asas peradilan 
yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung RI 
mengeluarkan PERMA baru tentang mediasi pada tahun 2016 untuk merevisi 
PERMA sebelumnya yakni tahun 2008 yang dianggap masih kurang efektif dalam 
menekan kesungguhan pihak yang bersengketa dalam menghadiri proses mediasi. 
Ada beberapa penambahan pasal atau perubahan terhadap PERMA sebelumnya, yang 
dianggap menjadi salah satu faktor pendorong efektivitas penerapan PERMA RI. No. 
1 Tahun 2016. Pokok masalah tersebut selanjutnta telah difokuskan dalam beberapa 
submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) bagaimana prosedur yang dilakukan 
mediator guna menyelesaikan masalah, 2) bagaimanakah problematika yang dialami 
selama melakukan mediasi di Pengadilan Agama Pare pare, 3) bagaimnakah cara 
mengatasi problematika yang dialami selama melakukan mediasi. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 
penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data 
yang lengkap dan valid mengenai pandangan hakim mediator tentang keberhasilan 
mediasi di Pengadilan Agama Pare pare kelas IB. Sedangkan pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan melihat atau memandang suatu 
hal yang ada dari aspek atau segi hukumnya terutama peraturan perundang-undangan  
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah 
Wawancara dan Dokumentasi. Wawancara ini dilakukan kepada hakim Pengadilan 
Agama Pare Pare Kelas IB selaku mediator. Kemudian Dokumentasi merupakan 
pengumpulan data dari dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan mediasi, 
sepertibuku 
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register perkara, contoh akta perdamaian, kesepakatan perdamaian, laporan bulanan 
mediasi, dan lain sebagainya. 
Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa hakim mediator 
dalam menyelesaikan perkara telah berjalan baik berdasarakan hasil wawancara 
dengan para hakim selaku mediator di Pengadilan Agama Pare pare. Adapun 
indikator keberhasilannya adalah: 1) para pihak yang bersengketa, 2) mediator yang 
profesional, 3) sarana dan/atau fasilitas mediasi. Dari inidikator tersebut, faktor 
pendukung dan penghambat keberhasilan hakim mediator  dapat diidentifikasi. Salah 
satu yang menjadi faktor pendukungnya adalah mediator yang profesional. Dan salah 
satu yang menjadi faktor penghambatnya adalah para pihak yang tidak beriktikad 
baik dalam proses mediasi.  
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 BAB 1 
                                 PENDAHULUAN 
 
A. Latar belakang masalah  
Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak 
ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang 
membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang 
diterima oleh kedua belah pihak.1 
Konflik pertama dalam sejarah peradaban manusia adalah konflik anak 
dari Nabi Adam As dan St Hawa yaitu Habil dan Qabil. Habil mempunyai saudara 
kembar perempuan bernama Iqlimah sedangkan Qabil juga mempunyai saudara 
perempuan bernama Labuda, semasa kecil (Qabil-Habil) keduanya saling 
menyanyangi dan saling menghargai satu sama lain, tetapi keadaan itu berubah 
ketika mereka mulai dewasa. Nabi Adam sebagai ayah mereka mendapat ilham 
dari Allah, bahwa anak-anaknya harus dinikahkan dengan secara bersilang, Qabil 
dengan Labuda sedangkan Habil dengan Iqlamah, keputusan ini di tolak sama 
Qabil karena dia tidak ingin dinikahkan dengan Labuda karena parasnya kurang 
cantik. 
Qabil yang tidak menerima ketentuan itu berniat jahat untuk membunuh 
Habil, Nabi Adam selakuh penegah memberikan nasihat dan arahan itu kepada 
aQabil, tetapi itu tidak dapat membuat hatinya luluh dan akhirnya Habil dibunuh 
oleh Qabil. Pertikaian Qabil dan Habil diabadikan Allah dalam Qs al 
maidah/3:27-31. 
                                                             
1 Nuraningsi Amrini, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan 
(Cet.1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011),h.1. 
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Secara estimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, mediare yang 
berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak 
ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan 
menyelesaikan sengketa antara para pihak. ‘berada di tengah‘ juga bermakna 
mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan 
sengketa. 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata mediasi diberi arti sebagai 
proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai 
penasihat. Pengertian mediasi dalam kamus besar bahasa Indonesia mengandung 
tiga unsur penting, pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan 
atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat 
dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang 
bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut 
bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam 
pengambilan keputusan 
Dahulu ketua adat, pemuka agama, ketua suku atau orang terpandang 
lainnya dijadikan sebagai hakim, karena dianggap sebagai orang yang dapat 
memberikan penyelesaian terhadap suatu perselisihan, sekarang Lembaga 
peradilan didirikan sebagai institusi khusus untuk menyelesaikan perselisihan, 
supaya jelas kepastian hukum dan tercipta ketenangan pada masyarakat. Sesuai 
dengan berkembangnya zaman, sistem peradilan menerapkan putusan hakim yang 
merupakan hasil menang-kalah. Hal inilah yang membuat salah satu pihak 
dirugikan, sehingga mencari pengadilan yang lain supaya ia dimenangkan. Hal ini 
terus-menerus berlangsung sehingga para ahli hukum menyimpulkan bahwa 
sengketa kedua pihak hendaknya diselesaikan dengan cara damai terlebih dahulu 
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melalui proses mediasi. Hal ini penting dilakukan karena mediasi tidak mengenal 
kalah-menang, pada mediasi semua pihak menang dan kesepakatan yang tercapai 
adalah kemauan para pihak, pada akhirnya para pihak dapat menyelesaikan 
perkara mereka dengan cepat dan murah.2  
Hakam atau mediator hanya dijumpai dalam bab munakahah (perkawinan) 
tentang syiqâq, dimana hakam menjadi sangat penting ketika terjadi konflik suami 
dan istri. Dalam konteks ini dibutuhkan hakamain, yakni dua orang yang diutus 
dari pihak suami dan istri yang memiliki tugas sebagai fasilitator dalam 
menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. 
 Sedang pada surat An-Nisa’ ayat 35, hakam yang dimaksud dalam surat 
tersebut adalah juru damai atau mediator , yakni seseorang yang professional dan 
mampu mendamaikan antara dua orang atau kelompok. Dalam Al-Qur’an surat 
an-Nisa’ ayat 35 disebutkan bahwa: 
                                  
                  
 dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah 
seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga 
perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, 
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Mengenal. 
[293] Hakam ialah juru pendamai. 
                                                             
 2 Bambang Sutiyoso, 2008, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,Gama         
Media, Yogyakarta, hlm 56. 
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dan3 jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah 
seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga 
perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, 
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Mengenal. 
                             
                                    
        
 dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah 
kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian 
terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi 
sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah 
antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; 
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. 
Pelaksanaan mediasi dalam peradilan Agama dilakukan karena sifatnya 
perdata (orang per orang), maka mediasi tetap dipercaya sebagai upaya 
perdamaian yang lebih adil daripada putusan pengadilan yang bersifat menang-
kalah. Maka dari itu, upaya Mahkamah Agung dalam melaksanakan proses 
mediasi tertuang dalam PERMA No 2 tahun 2003 kemudian diperbarui PERMA 
No 1 tahun 2008 lalu diperbarui PERMA No 1 tahun 2016. Adanya pembaruan 
yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam tahap mediasi mengahrapkan 
bahwa kasus yang menumpuk dalam Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung 
dapat dikurangi. Pada PERMA, tahap mediasi dilakukan di luar persidangan 
dengan hakim atau mediator professional sebagai pihak penengah dalam proses 
                                                             
3 An-Nisa’ (4):35. 
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mediasi. Namun pada kenyataannya sebagian besar para pihak yang bersengketa 
tetap memilih melalui proses peradilan daripada mengadakan perdamaian dalam 
tahap mediasi. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
 Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai skripsi 
ini,diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan yakni: 
1. Pandangan  
Pandangan artinya hasil perbuatan memandang, pendapat, argumen 
dalam suatu objek. 
2. Hakim 
Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan, ia yang 
memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus di 
hormati di ruang persidangan dan pelanggaranakan dapat 
menyababkan hukuman. 
3. Mediator 
Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam 
proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan 
penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau 
memaksakan sebuah penyelesaian. 
 
4. Mediasi  
Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik melibatkan pihak 
ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil 
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keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai 
penyelesaian (solusi) yang diterima olh kedua belah pihak.4 
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Pare-Pare berdasarkan 
deskripsi fokus penelitian tersebut,dapat dipahami bahwa fokus penelitian ini 
berfokus pada pandangan hakim mediator tentang keberhasilan mediasi dalam 
setiap perkara. 
C. Rumusan masalah 
1. Bagaimanakah prosedur yang dilakukan mediator guna menyelesaikan 
masalah tersebut ?  
2. Bagaimanakah problematik yang dialami selama melakukan mediasi di 
Pengadilan Agama Pare pare ? 
3. Bagaimanakah cara mengatasi problematika yang dialami selama 
melakukan mediasi di Pengadilan Agama Pare pare ? 
D. Kajian Pustaka 
1. Abdul Manan, dalam karyanya buku (Penerapan Hukum Acara di 
Lingkungan Peradilan) buku ini membantu untuk mengetahui prosuder 
dalam upaya perdamaian di pengadilan dan proses penyelesaian sengketa. 
2. Syahrizal Abbas, dalam karyanya buku (Mediasi Dalam Hukum Syariah, 
Hukum adat dan Hukum Nasianal), buku ini membantu memahami 
mediasi dalam menyelesaikan suatu perkara. 
3. Gunawan Widjaya dalam karyanya buku (Alternatif Penyelesian 
Sengketa),buku ini membantu para mediator dalam menyelesaikan suatu 
perkara. 
                                                             
4 4KBBI offline.Versi 1.2. Ebta Setiawan. Pusat Bahasa: KBBI Daring Edisi III. 2010 
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4. Amriani Nurnaningsi dalam karyanya buku (Mediasi Alternatif 
Penyelesaian Sengketa di Pengadilan) buku ini  membantu mengetahui 
prosedur mediasi di pengadilan. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian : 
a. Untuk mengetahui peran mediator dalam melakukan mediasi. 
b. Untuk memberikan gambaran dan uraian mengenai apa saja faktor 
yang menyebabkan terhambatnya proses mediasi. 
c. Untuk memberikan gambaran atau uraian cara penyelesaian suatu 
sengketa dengan mediasi. 
2. Manfaat penelitian 
a. Kegunaan akademik untuk memenuhi satu syarat guna 
memperoleh gelar S1 dalam bidang Hukum Islam. 
b. Pengembangan dan pengaktualitasian dalam konteks Hukum Islam 
(Syariah) umumnya dan mediasi dalam penyelesaian sengketa 
c. Sumbangsih kepada masyarakat tentang mediasi. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM MEDIASI 
A. Mediasi 
1. Pengertian mediasi 
Secara estimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, mediare yang 
berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak 
ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan 
menyelesaikan sengketa antara para pihak. ‘berada di tengah‘ juga bermakna 
mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan 
sengketa. 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata mediasi diberi arti sebagai 
proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai 
penasihat. Pengertian mediasi dalam kamus besar bahasa Indonesia mengandung 
tiga unsur penting, pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan 
atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat 
dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang 
bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut 
bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam 
pengambilan keputusan1 
  
                                                             
1 Bambang Sutiyoso, 2008, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,Gama 
Media,Yogyakarta, hlm, 56. 
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 Pengertian mediasi secara terminologi dapat dilihat dalam peraturan 
Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosuder Mediasi di 
Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, 
efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk 
memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Mediator adalah 
pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundinaganguna mencari 
berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus 
dan memaksakan sebuah penyelesaian. Tetapi, banyak para ahli juga 
mengukapkan pengertian mediasi di antaranya Prof. Takdir Rahmadi yang 
mengatakan bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua 
pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak 
netral yang tidak dimiliki kewenangan memutus. Pihak mediator tersebut disebut 
mediator dengan tugas memberikan bantuan prosuderal dan subtansial.2  
Dengan demikian, dari definisi atau pengertian mediasi ini dapat diidentifikasi 
unsur-unsur esensial mediasi,yaitu: 
1. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan 
berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak: 
2. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yaitu 
mediator: 
3. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu 
para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat 
diterima para pihak. 
 
                                                             
2 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta 
: RajaGrafindo, 2010, hlm. 12 
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2. Tujuan dan Manfaat Mediasi 
Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa 
di luar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa 
antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. 
Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan damai yang permanen 
dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan 
kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau 
pihak yang dikalahkan (win-win solution). Dalam mediasi para pihak yang 
bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan 
keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, 
tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna 
mewujudkan kesepakatan damai mereka.3 
Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, 
karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan 
mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal 
pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah 
dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, 
paling tidak telah mampu mengklarifikasi akar persengketaan dan mempersempit 
perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak 
untuk menyelesaikan sengketa. Namun mereka belum menemukan format tepat 
yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. 
Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak 
mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa 
adalah keinginan dan i’tikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan 
                                                             
3 Eddi Junaidi, Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik, hlm. 15 
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mereka4. Keinginan dan i’tikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan 
pihak ketiga dalam perwujuannya.mediasi merupakan salah satu bentuk 
penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan 
sejumlah keuntungan antara lain: 
1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa cepat dan relatif murah 
dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau 
ke lembaga arbitrase. 
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan 
mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, 
sehinnga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya. 
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara 
langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka. 
4. Mereka memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol 
terhadap proses dan hasilnya. 
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit 
diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus. 
6.  Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan 
saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa 
karena mereka sendiri yang memutuskannya. 
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir 
selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan 
oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase. 
                                                             
4 Nugroho, Susanti Adi, Mediasi Sebagai, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: 
Telaga Ilmu Indonesia, 2009, hlm 23. 
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Dalam kaitan dengan keuntungan mediasi, para pihak dapat 
mempertanyakan pada diri mereka masing-masing apakah mereka dapat hidup 
dengan hasil yang dicapai melalui mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih 
buruk daripada hal yang diharapkan). Bila direnungkan lebih dalam bahwa hasil 
kesepakatan yang diproleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik lagi, bila 
dibandingkan dengan para pihak terus-menerus berada dalam persengketaan yang 
tidak pernah selesai. Meskipun persepakatan tersebut tidak seleruhnya 
mengakomodasikan keinginan para pihak. Pernyataan win-win solution pada 
mediasi, umumnya datang bukan dari istilah penyelesaian itu sendiri, tetapi dari 
kenyataan bahwa hasil penyelesaian memungkinkan kedua belah pihak 
meletakkan perselisihan di belakang mereka. 
Pertemuan secara terpisah dengan para pihak dapat lebih menyakinkan 
pihak yang lemah akan posisi mereka, sehingga mediator dapat berupaya 
mengatasinya melalui saran dan pendekatan yang dapat melancarkan proses 
penelesaian sengketa. Proses mediasi dan keahlian mediator menjadi sangat 
penting dalam kaitanya dengan pencengahan dan penyalahangunaan kekuasaan.5 
3. Unsur-unsur mediasi 
Berawal dari ketidakpuasan akan proses pengadilan yang memakan waktu 
relatif lama, biaya yang mahal, dan rasa ketidakpuasan pihak yang merasa sebagai 
pihak yang kalah, dikembangkan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan. Penerapan mediasi berbagai negara secara umum 
mengandung unsur-unsur: 
                                                             
5 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, 
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm.27 
5Gayuh Arya Hardika, Quo Vadis Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia, Trade 
Union Right Centre, 2004 hlm 4 
13 
 
 
 
1. Sebuah proses sengketa berdasarkan perundingan. 
2. Adanya pihak ketiga yang bersifat netral yang disebut sebagai 
mediator (penengah) terlibat dan diterima oleh para pihak yang 
bersengketa di dalam perundingan itu. 
3. Mediator tersebut bertugas membantu para pihak yang bersengketa 
untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah sengketa. 
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat putusan selama 
proses perundingan berlangsung. 
Mempunyai tujuan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang 
dapat diterima para pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. 
4. Prinsip-prinsip Mediasi 
Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip 
dasar (basic prinsiple) adalah landasan filosofi dari diselenggarakannya kegiatan 
mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui 
oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi.6 David spenser dan Michael 
Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. 
Lima prisip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Keliama prinsip 
tersebut adalah kerahasiaan (confidentiality), prinsip sukarela (volunteer), prinsip 
pemberdayaan (empowerment), prinsip netralitas (neutrality), dan prinsip solusi 
yang unik (a unique solution) 
Perinsip pertama mediasi adalah kerahasian atau confidenttality. 
Kerahasian yang dimaksudkan adlah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam 
pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa 
                                                             
6 John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang, Mediation: Positive 
Conflict Management, New York: SUNY Press, 2004, hlm. 16 
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tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. 
Demikian sang mediator harus menjaga kerahasian dari isi mediasi tersebut, serta 
sebaiknya menghancurkan seluruh dokumen diakhir sesi yang ia lakukan. 
Mediatir juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di dalam kasus yang ia prakarsai 
penyelesaiannya melalui mediasi. Masing-masing pihak yang bertikai diharapkan 
saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan masing-masing 
pihak. Jaminan ini harus dibeikan masing-masing pihak. Sehinnga merekadapat 
mengungkapkan masalahnya secara langsug dan terbuka. Hal ini penting untuk 
menemukan kebutuhan dan kepentingan mereka secara nyata. 
Prisip kedua, volunteer (sukarela). Masing-masing pihak yang betikai 
datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan 
tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain atau pihak luar.prisipkesukarelaan 
ini dibangun atas dasar bahwa orang akan bekrejasama untuk menemukan jalan 
keluar dari persengketaan mereka. Bila mereka datang ketempat perundingan atas 
pilihan mereka sendiri. 
Prinsip ketiga, pemberdayaana atau empowerment. Prisip ini didasarkan 
pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai 
kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat 
mencapaikesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini 
harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu detiap solusi dari jalan 
penyelesaiannya sebaiknya tidak dipaksakan dari luar.penyeleasian sengketa harus 
muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, kerena hal itu akan 
lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya. 
Prinsip keempat,(netralitas). Dalam konteks ini pean seorang mediator 
hanya memfasilitasi prosenya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak 
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bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan tidaknya 
mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang 
hakim atau juri yangmemutuskan salah satu benarnya salah satu pihak atau 
mendukung pendapat dari salah satunya atau memaksakan pendapat dari dan 
penyelesaian kepada kedua belah pihak. 
Prinsip kelima, solusi yang unik (a unique solution). Bahwasannya solusi 
yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai standar legal,tetapi dapat 
dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu hasil mediasi akan lebih banyak 
mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep 
pemberdyaan masing-masing pihak. 
5. Para Pihak Dalam Mediasi 
Dalam proses mediasi kehadiran dan partisipasi para pihak memegang peranan 
penting dan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi ke depan. Misalnya 
para pihak adalah sebuah perusahaan swasta atau intansi pemerintahan, maka 
seharusnya yang mewakili adalah pegawai senior dengan kewenangan penuh 
untuk bernegosiasi dan menyelesaikan perselisihan.7 Dalam kasus di mana pihak 
tidak mungkin atau tidak praktis bagi otoritas puncak untuk hadir dalam mediasi, 
misalnya menteri memimpin departemen atau chief executive officer (CEO) 
sebuah perusahaan multinasional, maka wakil mereka harus diberikan 
kewenangan yang layak untuk membuat sebuah komitmen yang secara 
bertanggung jawab diharapkan dapat disetujui oleh pembuat keputusan akhir. 
Tentang diperlukannya penasihat bagi para pihak, hal itu adalah masing-masing 
                                                             
7 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, 
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm.36 
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pihak. Setiap pihak bebas membawa siapa pun yang diharapkan dapat 
mendukung,membantu,menasihati atau berbicara untuk itu.  
6. Dasar Hukum Mediasi 
Adapun dasar hukum di indonesia adalah: 
1. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas 
penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. 
2. HIR Pasal 130 (HIR=Pasal 154 RBg = Pasal 31 Rv) 
3. UU Nomor. 1 Tahun 1974 jo pasal 39, UU Nomor. 7 Tahun 1989 jo, 
UU Nomor 3 Tahun 2006 jo, UU nomor 50 Tahun 2009 tentang 
Peradilan Agama pasal 65 dan 82, PP Nomor, 9 Tahun 1975 pPasal 31 
dan KHI Pasal 115,131 ayat (2), 143 ayat (1) dan (2), dan 1448 
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 
tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan 
Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154RBg). 
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor,02 tahun 2003 tentang 
prosuder Mediasi di Pengadilan. 
6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 tahun 1008 tentang 
Prosuder Mediasi di Penadilan. 
7. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor. 
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 
Di Indonesia, bila dilihat secara mendalam, tata cara penyelesaian 
sengketa secara damai telah lama dan biasa di pakai olehmasyarakat Indonesia. 
Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai 
penengah dan memberi putusan adat bagi sengketa diantara warganya.  
                                                             
8 Mahkamah Agung RI, Mediasi dan Perdamaian, mimeo, (tt: tp, 2004), 15 
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2. Tinjuan Umum Tentang Mediator 
Mengingat peran mediator sangat menentukan efektifitas proses 
penyelesaian sengketa maka ia harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi 
tertentu9. Persyaratan bagi seorang mediator dapat di lihat dari dua sisi, yaitu sisi 
internal dan sisi ekternal mediator. Sisi internal berkaitan dengan kemampuan 
personal mediator dalam menjalankan miisinya menjembatanidan mengatur 
proses mediasi, sehingga para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang dapat 
mengakhiri pesengketaan mereka. Sisi eksternal berkaitan dengan persyaratan 
formal yang harus dimiliki mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ia 
tangani. 
Persyaratan mediator hanya kemampuan personal antara lain: kemampuan 
membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, 
tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pertanyaan 
yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak 
setuju dengan pernyataan tersebut. Kemampuan personal tersebut erat kaitannya 
dengan sikap mental seorang mediator yang harus ditunjukkan dalam proses 
mediasi. Mediasi sebenarnnya mempertemukan dua sikap mental yang berbeda 
dari dua pihak, berupa berbedanya kepentingan. Seorang mediator harus memiliki 
sikap mental yang mampu mendekatkan perbedaan kepentingan para pihak kearah 
suatu consessus. 
                                                             
9 Mahkamah Agung RI, Mediasi dan Perdamaian, MARI 2004, 156 
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Di samping persyaratan di atas,mediator harus memiliki kemampuan 
komunikasi yang baik, jelas, dan teratur, serta mudah dipahami para pihak karena 
menggunakan bahasa yang sederhana.10 
Seorang mediator dapat digambarkan sebagai berikut: 
1. Mediator harus berada di tengah pihak, mediator bertindak sebagai 
pihak ketiga yang menempatkan dirinya ditengah-tengah para pihak. 
2. Menngisolasi proses mediasi. Mediator tidak berperan sebagai hakim 
yang bertindak menentukan para pihak mana yang salah dan yang 
benar,bukan pula berperan sebagai pemberi nasihat hukum (to give 
legal service), juga tidak mengambil peran sebagai penasihat hukum 
(counsellor) atau mengobati (the rapits) melainkan sebagai penolong 
(helper flore). 
3. Mediator harus mampu menekan reaksi,dalam point ini seorang. 
Mediator yang baik harus mampu berperan untuk menghargai apa saja 
yang ditemukan oleh para pihak. Ia harus menjadi seorang pendengar 
yang baik mampu mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara 
dengan terang dengan bahasa netral , mampu menganalisa dengan 
cermat fakta persoalan yang kompleks serta mampu berpikir di atas 
pendapat sendiri. 
4. Mampu mengarahkan pertemuaan pemeriksaan, sedapat mungkin 
pembericaraan pertemuan tidak melentur dan menyinggung serta 
mampu mengarahkan secara langsung ke arah pembicaraan ke arah 
pokok penyelesaian. 
                                                             
10 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, 
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm.60-61 
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5. Pemeriksaan bersifat konfidensi, segala sesuatu yang dibicarakan dan 
dikemukakan oleh para pihak harus dianggap sebagai informasi rahasia 
(confidentil information), olehkarena itu Mediator harus memengang 
teguh kerahasiaan persengketaan maupun identitas pihak-pihak yang 
bersengketa. 
6. Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk kompromis (compromi 
solution). Kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak yang 
menang, tetapi sama-sama menang (win-win)11 
Adapun yang menjadi tugas seorang mediator adalah: 
1. Melakukan diagnosis konflik, mediator dapat mendiagnosis sengketa 
sejak pra mediasi, yang bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk 
persengketaan, latar belakang penyebabnya dan akibat dari 
persengketaan bagi para pihak. 
2. Mengidentifikasikan masalah serta kepentingan-kepentingan kritis 
para pihak untuk menjadi pedoman para pihak dalam proses mediasi 
dan memudahkan mediator dalam menyusun agenda. 
3. Menyusun agenda merupakan tugas mediator yang penting, karena 
agenda memperlihatkan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh 
kedua belah pihak. 
4. Memperbesar dan mengendalikan komunikasi, mediator bertugas 
membantu para pihak untuk memudahkan komunikasi mereka, karena 
dalam praktik banyak ditemukan para pihak malu dan segan untuk 
mengungkapkan persoalan dan kepentimgan mereka. 
                                                             
11 M. Yahya Harahap “Tinjauan Sistem Peradilan”, dalam Mediasi dan Perdamaian 
(Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003), 157. 
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5. Mediator harus menyusun dan merangkiakan kembali tuntutan 
(positional claim) para pihak,hal ini penting digambarkan oleh 
mediator, karena posisi para pihak dalam mediasi buukan berada pada 
sikap bersikukuh dengan tuntutanya, tetapi lebih mengarah kepeada 
kepentingan riil yang diinginkan.12 
6. Mediator bertugas mengubah pandangan egosentris masing-masing 
pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak. 
7. Mediator bertugas dan berusaha mengubah pendangan parsial 
(berkutat defenisi tertentu) para pihak mengenal suatu permasalahan ke 
pandangan yang lebih universal (umum) sehingga dapat diterima oleh 
kedua belah pihak. 
8. Memasukkan kepentingan kedua belah pihak dalam pendefinisian 
permasalahan. 
9. Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para 
pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur 
emosional. 
10. Mediator bertugas menjaga pernyataan para pihak agar tetap berada 
kepentingan yang sesungguhnya 
Adapun kewenangan seorang mediator adalah. 
1. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar 
Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal sampai 
akhir. Ia memfasilitasi pedoman para pihak, membantu para pihak 
melakukan negosiasimembantu membicarakan sejumlah kemungkinan 
                                                             
12 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Peyedia Jasa Layanan 
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Jakarta Yayasan Baru, 2000) hlm 54.  
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untuk mewujudkan kesepakatan dan membantu menawarkan sejumlah 
solusi dalam penyelesaian sengketa.13 
2. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi 
Sebelum menjalankan negosiasi parapihak sudah memetakan 
permasalahan pokok yang dipersengketakan, kepentingan masing-
masing pihak, kemungkinan tawar-menawar kepentingan dan pilihan-
pilihan yang mungkin dicaapai. 
3. Mengakhiri proses bilamana mediaasi tidak produktif lagi 
Dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak sangat sulit 
berdiskusi secara terbuka. Mereka mempertahankan prinsip secara 
ketat dan kaku, terutama pada saat negosiasi. Ketika mediator melihat 
para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi,maka 
mediator berwenang menghentikan proses mediasi, baik penghentian 
ntuk sementara waktu atau penghentian untuk selamanya (mediasi 
gagal) 
   Istilah mediasi baru populer di Indonesia pada tahun 2000-an. Jika 
melihat proses mediasi, akar-akar penyelesaian sengketa melalui cara ini sudah 
dikenal jauh sebelum kemerdekaan, dimana seseorang yang terlibat dalam 
persengketaan, cara menyelesaikan perkara penyelesaiannya dilakukan dengan 
cara damai dan melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut biasanya adalah 
tokoh masyarakat, tokoh agama atau pimpinan adat. Cara penyelesaian sengketa 
dengan cara damai di atas, kini telah dilembagakan di Amerika sebagai salah satu 
alternatif dispute resolution. 
                                                             
13 Mukti Okto, Hukum Acara Pada Pengadilan Agama di Indonesia, Diklat Kuliah Fak. Syari’ah UII 
Surakarta, 1980. 
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Di beberapa negara Eropa, mediasi tumbuh berkembang dengan pesat dan 
menjadi disiplin ilmu dalam perkuliahan. Di Indonesia mediasi kini menjadi 
sesuatu yang baru dan secara resmi digunakan dalam proses berperkara di 
Pengadilan sejak dikeluarkannya Perma No. 2 tahun 2003 tentang Proses Mediasi 
di Pengadilan. Penggunaaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian 
sengketa dengan damai ini dilatar belakangi oleh banyak faktor, seperti 
kecenderungan manusia untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara damai 
(win-win solution), proses berperkara di pengadilan yang lama dan biaya mahal, 
serta menumpuknya perkara di pengadilan, sehingga penyelesaian litigasi kadang 
menimbulkan masalah yang lebih panjang, dan lain sebagainya. 
Latar belakang munculnya mediasi di Indonesia, penyelesaian damai 
terhadap sengketa atau konflik sudah ada sejak dahulu. Cara ini dipandang lebih 
baik dari pada penyelesaian dengan cara kekerasan atau bertanding (contentious). 
Di Indonesia penyelesaian sengketa dengan cara damai telah dilakukan jauh 
sebelum Indonesia merdeka. Seperti penyelesaian masalah melalui Forum 
Runggun Adat dalam masyarakat Batak. Pada intinya forum ini menyelesaikan 
masalah dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Di Minangkabau, 
penyelesaian sengketa melalui lembaga hakim perdamaian yang mana hakim 
tersebut sebagai mediator atau fasilitator. Demikian pula di Jawa, penyelesaian 
sengketa dilakukan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat 
atau tokoh agama. 
B. Sejarah Perkembangan Mediasi di Indonesia 
Istilah mediasi (meditiation) pertama kali muncul di Amerika pada tahun 
1970-an. Menurut Robert D. Benjamin (Direktor of Mediation and Conflict 
Management Services in St. Louis, Missouri) bahwa mediasi baru dikenal pada 
tahun 1970-an dan secara formal digunakan dalam proses Alternative Dispute 
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Resolution / ADR di California, dan ia sendiri baru praktek menjadi mediator 
pada tahun 1979. Chief Justice Warren Burger pernah mengadakan konferensi 
yang mempertanyakan efektivitas administrasi pengadilan di Saint Paul pada 
1976. Pada tahun ini istilah ADR secara resmi digunakan oleh American Bar 
Association (ABA) dengan cara membentuk sebuah komisi khusus untuk 
menyelesaikan sengketa. Dan pada perkembangan berikutnya pendidikan tinggi 
hukum di Amerika Serikat memasukkan ADR dalam kurikulum pendidikan, 
khususnya dalam bentuk mediasi dan negoisasi.  
Pada dasarnya munculnya mediasi secara resmi dilatarbelakangi adanya 
realitas sosial dimana pengadilan sebagai satu satu lembaga penyelesaian perkara 
dipandang belum mampu menyelesaikan perkaranya sesuai dengan harapan 
masyarakat. Kritik terhadap lembaga peradilan disebabkan karena banyak faktor, 
antara lain penyelesaian jalur litigasi pada umumnya lambat (waste of time), 
pemriksaan sangat formal (folrmalistic), sangat teknis (technically), dan perkara 
yang masuk pengadilan sudah overloaded. Disamping itu keputusan pengadilan 
selalu diakhiri dengan menang dan kalah, sehingga kepastian hukum dipandang 
merugikan salah satu pihak berperkara. 
Hal ini berbeda jika penyelesaian perkara melalui jalur mediasi, dimana 
kemauan para pihak dapat terpenuhi meskipun tidak sepenuhnya. Penyelesaian ini 
mengkedepankan kepentingan dua pihak sehingga putusannya bersifat win-win 
solution. Latar belakang kelahiran mediasi diatas tidak jauh berbeda dengan apa 
yang terjadi di Indonesia. Oleh karenanya keberadaan mediasi menjadi sangat 
penting di tengah semakin banyaknya perkara yang masuk di pengadilan. Cara 
penyelesaian sengketa jalur non litigasi ini sudah diperkenalkan sejak masa 
pemerintahan Belanda. Cara ini dilakukan dengan penerapan cara-cara damai 
sebelum perkara disidangkan. Pertama kali aturan-aturan tersebut diperkenalkan 
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oleh pemerintahan Hindia Belanda melalui Reglement op de burgerlijke 
Rechtvordering atau disingkat Rv pada tahun 1894. Disamping itu pemerintah 
Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa aturan melalui surat edaran, 
peraturan-peraturan, dan perundangan-undangan.  Tentang beberapa aturan 
tersebut dapat dibaca pada uraian tentang landasan yuridis mediasi di Indonesia. 
Penyelesaian non litigasi ini telah dirintis sejak lama oleh para ahli hukum. 
Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara merasa paling 
bertanggungjawab untuk merealisasikan undang-undang tentang mediasi. MA 
menggelar beberapa Rapat Kerja Nasional pada September 2001 di Yogyakarta 
yang membahas secara khusus penerapan upaya damai di lembaga peradilan. 
Hasil Rakernas ini adalah SEMA No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan 
Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. MA juga 
menyelenggarakan temu karya tentang mediasi pada Januari 2003. Hasil temu 
karya tersebut adalah Perma No. 2 tahun 2003. Semangat untuk menciptakan 
lembaga mediasi sudah ada sejak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 
Bagir Manan menyampaikan pidatonya pada 7 Januari 2003 dalam temu karya 
mediasi. Bagir Manan mendorong pembentukan Pusat Mediasi Nasional (National 
Mediation Center). Delapan bulan kemudian, tepatnya 4 September 2003 Pusat 
Mediasi Nasional resmi berdiri, sesaat sebelum Mahkamah Agung mengeluarkan 
Perma No. 2 tahun 2003. Landasan Yuridis Berdasarkan realitas, pelaksanaan 
mediasi di Indonesia dilakukan oleh lembaga peradilan, khususnya Pengadilan 
Agama dan non peradilan, seperti lembaga-lembaga mediasi, instansi pemerintah, 
advokat dan lain-lainnya. Atas dasar pelaku mediasi, maka mediasi di Indonesia 
dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu mediasi yang dilaksanakan di 
dalam peradilan atau yang dikenal dengan court mandated mediation dan mediasi 
di luar peradilan. Mediasi yang dilaksanakan di pengadilan hingga saat ini 
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memiliki sejarah landasan yuridis, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 
2003. Mediasi dapat dibagi menjadi 2 kategori, yakni: 
1. Mediasi Secara Hukum, yaitu merupakan bagian dari litigasi, hakim 
meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka 
dengan cara menggunakan proses mediasi sebelum proses mediasi 
dilanjutkan. Mediasi Hukum ini sejak tahun 2002 sudah mulai diterapkan di 
pengadilan-pengadilan negeri di Indonesia, dengan diterbitkannya Surat 
Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 
tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga 
damai. Tujuannya adalah untuk mencapai pembatasan kasasi secara 
substantive. Surat Edaran tersebut mengatur antara lain: 
a. Mengharuskan semua hakim yang menyidangkan perkara agar 
sungguhsungguh mengusahakan perdamaian dengan menerpkan ketentuan 
pasal130 HIR/154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas saja menganjurkan 
perdamaian sebagaimana yang telah biasa dilakukan selama ini. 
b. Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator/mediator untuk 
membantu para pihak yang berpekara untuk mencapai perdamaian. 
c. Hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator/mediator oleh para pihak tidak dapat 
menjadi hakim majelis dalam perkara yang bersangkutan, untuk menjaga 
objektifitas.  
d. Jangka waktu untuk mendamaikan para pihak adalah 3 bulan dan dapat 
diperpanjang, apabila ada alas an untuk itu dengan persetujuan ketua 
pengadilan negeri.  
e. Apabila tercapai perdamaian, akan dituangkan dalam persetujuan tertulis dan 
ditandatangan oleh para pihak. 
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Tanggal 11 September 2003, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan 
Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.02 tahun 2003, tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan. Dengan keluarnya PERMA ini mencabut Surat Edaran 
Mahkamah Agung No.1 tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan Tingkat 
Pertama menerapkan Lembaga damai, karena dipandang belum lengkap. 
Pertimbangan ditetapkannya PERMA ini adalah: 
a. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi 
salah satu instrument efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di 
pengadilan.  
b. Proses mediasi lebih cepat, lebih murah dan dapat memberikan akses kepada 
para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan mendapatkan 
penyelesaian sengketa yang dihadapinya dengan memuaskan. 
c. Pelembagaan proses mediasi kedalam sistem peradilan dapat memperkuat dan 
meaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. 
 
2. Mediasi Pribadi. 
Penyelesaian sengketa melalui mediasi pribadi, diatur oleh para pihak itu 
sendiri dibantu oleh mediator terkait atau mengikuti pendapat /pandangan para 
ahli yang tehnik dan caranya sangat bervariasi, tetapi tujuannya sama, yaitu 
membantu para pihak dalam rangka menegosiasikan persengketaan yang dihadapi 
dalam rangka mencapai kesepakatan bersama secara damai dan saling 
menguntungkan. Langkah-langkah penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah: 
a. Para Pihak setuju untuk melakukan mediasi, karena mediasi sifatnya adalah 
Sukarela 
b. Seleksi terhadap mediator, yang dilakukan oleh para piihak yang bersengketa. 
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c. Pertemuan Mediator dengan para pihak yang bersengketa, pertemuan 
dilakukan oleh mediator secara terpisah antara pihak yang satu dengan yang 
lainnya. 
d. Fase-fase mediasi yang dilakukan sebagai berikut: 
1) Melakukan identifikasi dan penjelasan terhadap persoalan dan 
permasalahan. 
2) Mengadakan ringkasan terhadap permasalahan dan membuat agenda untuk 
didiskusikan. 
3) Mendiskusikan setiap permasalahan satu demi satu. 
4) Kesiapan memecahakan masalah. 
5) Kerjasama memecahkan masalah. 
6) Membuat suatu persetujuan tertulis.14 
Kemudian PERMA No. 2 Tahun 2003 direvisi menjadi PERMA No. 1 
Tahun 2008. Lahirnya mediasi pengadilan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008 
merupakan penegasan ulang terhadap PERMA sebelumya yaitu PERMA Nomor 2 
Tahun 2003. Dilatarbelakangi dengan menumpuknya perkara di lingkungan 
peradilan terutama dalam perkara kasasi, mediasi diharapkan menjadi instrumen 
efektif dalam proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta 
dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menentukan 
penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. 
Kemudian PERMA No. 1 Tahun 2008 direvisi lagi menjadi PERMA No. 1 
Tahun 2016 yang hingga sekarang digunakan oleh pengadilan agama maupun 
pengadilan negeri. Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disambut baik oleh Asosiasi 
                                                             
14 Asmawati, “Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan”, Jurnal 
Ilmu Hukum (Maret, 2014), h. 58-60. http://online-
journal.unja.ac.id/index.php/jih/article/download/1959/1307. (Diakses 2 November 2016).  
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Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Pengelola Pusdiklat APSI, Thalis Noor 
Cahyadi, mengatakan ada beberapa hal penting yang menjadi pembeda antara 
PERMA No.1 Tahun 2016 dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi. 
Pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari 
menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Kedua, 
adanya kewajiban bagi para pihak (inpersoon) untuk menghadiri secara langsung 
pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada 
alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam 
pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampuan; 
mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau 
menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat 
ditinggalkan. Ketiga, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang “Itikad 
Baik” dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad 
baik dalam proses mediasi.15 
Salah satu keunggulan utama mediasi bila dibandingkan dengan proses 
pemeriksaan perkara (litigasi) di pengadilan adalah prosedurnya yang relatif lebih 
cepat, murah dan sederhana. Sinergi antara kewibawaan hakim dan pengadilan 
serta keunggulan waktu mediasi yudisial inilah yang membuat metode ini 
berkembang pesat di seluruh dunia. Di Indonesia, proses mediasi yudisial di 
pengadilan hanya berlangsung kurang lebih 2 (dua) bulan sejak penunjukan 
mediator sampai mencapai kesepakatan16. Waktu ini jauh lebih cepat dibanding 
proses persidangan yang mengahabiskan waktu 6 (enam) bulan untuk 
menyelesaikan kasus di tingkat pertama (pengadilan negeri)17. Belum lagi kalau 
                                                             
15 “Ini Poin Penting yang Diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, hukumonline.com, 10 
Februari 2016, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-
diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016, (10 Februari 2016) 
16 PERMA NO.1 Tahun 2016, pasal 24 ayat (2) 
17 Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1992 
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sebuah kasus mencapai tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali, kasus 
tersebut dapat memakn waktu sampai 7-12 tahun.18 
“Sederhana, cepat dan biaya ringan” merupakan asas yang tidak kalah 
pentingnya dengan asas-asas lainnya yang terdapat dalam UU. No. 4 tahun 2004. 
Yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan 
tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang 
diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. 
Terlalu banyak formalitas yang sukar difahami atau peraturan-peraturan yang 
berwayuh arti (dubieus), sehingga memungkinkan timbulnya pelbagai penafsiran, 
kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau 
ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. 
Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas 
merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanyajalannya 
peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari 
pada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan 
putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara tertunda-
tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian 
tidak datang atau minta mundur. Bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para 
ahli warisnya. Maka cepat jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan 
pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.  
Ditentukan dengan biaya ringan, agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara 
yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk 
mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.19 
                                                             
18 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 154 
19 Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata (Ed. VIII Cet. 1; Yogyakarta: 
Liberty Yogyakarta, 2009), h. 36 
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Efisiensi dan efektivitas metode yang dimiliki membuat mediasi semakin 
mendapat pengaruh dan dukungan hingga sudah dipakai sebagian dari sistem 
peradilan di banyak negara. Mediasi dalam sistem peradilan memberikan angin 
segar di tengah tersendatnya proses litigasi yang menyelesaikan perkara dengan 
waktu lebih lama, berbiaya tinggi dan dengan prosedur legal formal yang 
kompleks.20 
Mediasi di dalam Pengadilan (court annexed mediation) mulai berlaku di 
Indonesia sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 
Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini bertujuan 
menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2002 
tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga 
Damai sebagaimana diatur dalam pasal 130 Herziene Inlandsch Reglemen (HIR) 
dan pasal 154 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). Pasal 130 HIR dan 
154 RBg sebagaimana diketahui mengatur tentang lembaga perdamaian dan 
mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang 
berperkara sebelum perkaranya diperiksa.  
C. Mediasi Versi Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 
Dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  ini  yang  dimaksud dengan: 
1.  Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan  
untuk  memperoleh  kesepakatan  Para  Pihak dengan dibantu oleh Mediator. 
2.  Mediator  adalah  Hakim  atau  pihak  lain  yang  memiliki Sertifikat  
Mediator sebagai  pihak  netral  yang  membantu Para  Pihak  dalam  proses  
                                                             
20 Fatahillah A. Syukur, Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam 
Memajukan Sistem Peradilan (Cet. 1; Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), h. 49 
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perundingan  guna  mencari berbagai  kemungkinan  penyelesaian  sengketa  
tanpa menggunakan  cara  memutus  atau  memaksakan  sebuah penyelesaian. 
3.  Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah  
Agung  atau  lembaga  yang  telah  memperoleh akreditasi  dari  Mahkamah  
Agung  yang  menyatakan bahwa  seseorang  telah  mengikuti  dan  lulus  
pelatihan sertifikasi Mediasi. 
4.  Daftar  Mediator  adalah  catatan  yang  memuat  nama  
Mediator  yang  ditunjuk  berdasarkan  surat  keputusan Ketua  Pengadilan  yang  
diletakkan  pada  tempat  yang mudah dilihat oleh khalayak umum. 
5.  Para  Pihak  adalah  dua  atau  lebih  subjek  hukum  yang bersengketa  
dan  membawa  sengketa  mereka  ke Pengadilan untuk memperoleh 
penyelesaian. 
6.  Biaya  Mediasi   adalah  biaya  yang  timbul  dalam  proses  
Mediasi  sebagai  bagian  dari  biaya  perkara,  yang  diantaranya  meliputi  biaya  
pemanggilan  Para  Pihak,  biaya perjalanan  salah  satu  pihak  berdasarkan  
pengeluaran - 4 -nyata,  biaya  pertemuan,  biaya  ahli,  dan/atau  biaya  lain yang 
diperlukan dalam proses Mediasi.  
7.  Resume  Perkara  adalah  dokumen  yang  dibuat  oleh  Para Pihak  
yang  memuat  duduk  perkara  dan  usulan perdamaian.  
8.  Kesepakatan  Perdamaian  adalah  kesepakatan  hasil Mediasi  dalam  
bentuk  dokumen  yang  memuat  ketentuan penyelesaian  sengketa  yang  
ditandatangani  oleh  Para Pihak dan Mediator. 
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9.  Kesepakatan  Perdamaian  Sebagian  adalah  kesepakatan antara  pihak  
penggugat  dengan  sebagian  atau  seluruh pihak  tergugat  dan  kesepakatan  Para  
Pihak  terhadap sebagian  dari  seluruh  objek  perkara  dan/atau permasalahan  
hukum  yang  disengketakan  dalam  proses Mediasi. 
10.  Akta  Perdamaian  adalah  akta  yang  memuat  isi  naskah  
perdamaian  dan  putusan  Hakim  yang  menguatkan Kesepakatan Perdamaian. 
11.  Hakim  adalah  hakim  pada  Pengadilan  tingkat  pertama dalam 
lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. 
12.  Hakim  Pemeriksa  Perkara  adalah  majelis  hakim  yang ditunjuk  
oleh  ketua  Pengadilan  untuk  memeriksa  dan mengadili perkara. 
13.  Pegawai  Pengadilan  adalah  panitera,  sekretaris,  panitera pengganti, 
juru sita, juru sita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya. 
14.  Pengadilan  adalah  Pengadilan  tingkat  pertama  dalam lingkungan 
peradilan umum dan peradilan agama. 
15.  Pengadilan  Tinggi  adalah  pengadilan  tingkat  banding dalam 
lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. 
16.  Hari adalah hari kerja21  
 
                                                             
21 Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
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 BAB III  
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Lokasi dan Jenis Penelitian 
1.  Lokasi Penelitian 
Lokasi dan objek penelitian ini adalah dilakukan di Kota Madya 
Pare-Pare dengan objek penelitian Pengadilan Agama Kota Pare-Pare , 
untuk memperoleh informasi dan data mengenai proses pelaksanaan, 
faktor-faktor  dan tingkat keberhasilan dalam proses mediasi dan yang 
terpenting adalah mendapatkan informasi atau data yang akurat mengenai 
keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Pare-Pare.  
2. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian hukum deskriptif yang 
diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis 
tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang perkara 
sengkta yang dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Pare-Pare. 
Setelah gambaran tersebut diperoleh, kemudian dianalisa secara 
kualitatif.Penelitian ini merupakan penelitian ini yakni penelitian yang 
dilakukan secara intensif, terinci dan memberikan gambaran mendalam 
terhadap seseorang, kelompok, suatu organisasi atau lembaga terhadap 
fenomena-fenomena tertentu yang bertujuan untuk memberikan pandangan 
yang lengkap dan mendalam mengenai subyek yang diteliti. Dengan 
demikian
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Penelitian ini, lebih mengutamakan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. 
B. Pendekatan Penelitian 
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 
adalah pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis.Menurut harfiahnya 
pendekatan yuridis adalah melihat atau memandang suatu hal yang ada dari aspek 
atau segi hukumnya terutama peraturan perundang-undangan.Sedangkan 
pendekatan sosiologis adalah sesuatu yang ada dan terjadi dalam kehidupan 
bermasyarakat yang mempunyai akibat hukum. 
Dengan demikian yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan cara 
pandang dari aspek hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi di masyarakat 
yang berakibat hukum untuk dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan 
yang ada. 
C. Pengumpulan Data 
1. Jenis Data 
 Penelitian ini bercorak field research, oleh karena itu jenis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif.Data ini 
berkenaan dengan nilai kualitas. 
2. Sumber Data 
 Adapun sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data 
dalam penelitian ini yaitu: 
a. Data Pustaka melalui Library research yaitu metode yang dilakukan 
dengan cara membaca beberapa literatur atau bahan bacaan yang 
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berkaitan dengan judul penelitian, dalam hal ini bahan-bahan 
penelitian yang terkait dengan kepustakaan adalah: 
1) Sumber data primer 
Sumber data primer yaitu bahan yang sifatnya mengikat dan 
mendasari bahan hukum lainnya, diantaranya adalah : 
a) Perma nomor 1 tahun 2008  tentang Mediasi. 
b) Kompilasi Hukum Islam. 
2) Sumber data sekunder. 
Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan 
petunjuk dan penjelasan mengenai sumber data primer. Adapun 
sumber data sekunder terdiri dari : 
a) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum perdata dan hukum 
acara perdata. 
b) Literatur, dokumen, makalah-makalah, dan hasil riset yang 
relevan serta fakta-fakta lapangan yangberkaitan dengan 
penelitian ini. 
3) Sumber data tersier 
Sumber data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder 
seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. 
b. Data lapangan melalui Field research, yaitu bahan atau data yang 
diperoleh dari lapangan selain buku, kitab, majalah, jurnal dan lain-
lain. 
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D. Metode pengumpulan data 
a. Observasi 
Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh 
peneliti mengenai fenomena objek penelitian diikuti dengan 
pencatatan sistematis terhadap semua gejala yang akan diteliti, 
observasi tidak hanya terbatas padaorang, tetapi juga objek-objek 
yang lain. Dari segi prosesnya observasi dapat dibedakan menjadi 
observasi partisipan (peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari 
orang yang diamati), dan observasi non partisipan (tidak terlibat dan 
hanya sebagai peneliti independen), dan dari segi instrumentasi yang 
digunakan maka dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur 
(dirancang sistematis) dan tidak terstruktur (tidak dipersiapkan secara 
sistematis).Adapun teknik observasi yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah teknik observasi non partisipan dalam artian peneliti hanya 
mewawancarai hakim di Pengadilan Agama Kota Pare-Pare. 
b. Wawancara 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 
apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
permasalahan yang akan diteliti dan jika peneliti ingin mengetahui 
hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Dengan demikian 
wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang “Open 
ended”(wawancara yang jawabannya tidak terbatas pada satu 
tanggapan saja) dan mengarah pada pedalaman informasi serta 
37 
 
 
 
dilakukantidak secara formal terstruktur.1 Dalam hal ini peneliti akan 
melakukan wawancara dengan para pejabat dilingkungan Pengadilan 
Agama Kota Pare-Pare guna memperoleh informasi mengenai hal-hal 
yang berhubungan dengan poses mediasi 
c. Dokumentasi 
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, 
baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang 
monumental.Dokumenyang berbentuk tulisan seperti Akte, peraturan, 
kebijakan, danlain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, 
video dan lain sebagainya.Teknik pengumpulan data dengan dokumen 
adalah merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 
wawancara dalam penelitian  kualitatif.  
E. Instrumen Pengumpulan Data 
Penelitian dilakukan bertujuan untuk memperoleh data yang akurat 
tentang bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama 
Sungguminasa. Adapun instrument pengumpulan data yang digunakan 
adalah Pedoman Wawancara yaitu Salah satu instrumen yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah berupadaftar pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan untuk memperoleh data/informasi tentang faktor-faktor apayang 
mempengaruhi keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Agama 
Sungguminasa, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan penelitian ini. 
Informasi dapat diperoleh dengan wawancara langsung danwawancara 
                                                             
 1Dedi Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif  (Cet. I;Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2002) , h. 180. 
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tertulis dengan para hakim dan panitera Pengadilan Agama Kota Pare-
Pare. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam suatu penelitian, pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang 
menjabarkan terhadap bahan penelitian, sehingga penulis mendapatkan data dari 
hasil penelitian yang dilakukan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode 
deskriptif analisis yaitu semua data yang diperoleh baik yang diperoleh di 
lapangan maupun yang diperoleh melalui kepustakaan setelah diseleksi dan 
disusun kembali kemudian disimpulkan secara sistematis.Teknik pengolahan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data dengan jalan 
persentase melalui analisis statistik deskriptif. 
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BAB IV 
HASILPENELITIAN  
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Gedung pengadilan Agama Pare pare pertama kali beralamat/berkantor 
di serambi masjid raya Parepare (sekarang Masjid Agung Pare pare, dan 
gedung baru Pengadilan Agama Pare pare sejak tahun 1975 beralamat di jalan 
Jendral Sudirman, No. 74, kota Pare pare sesuai dengan prototype dari 
Mahkamah Agung RI. Adapun Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama 
Pare pare adalah sebagai berikut:1  
1. Kondisi Geografis 
Letak astronomi gedung kantor Pengadilan Agama Pare pare 
adalah 3°37'39" LS - 119°36'24"” BT adapun batassan gedung kantor 
(kota Pare pare) adalah sebagai berikut: 
a. Utara: Kabupaten Pinrang 
b. Selatan: Kabupaten Barru 
c. Timur: Kabupaten Sidenreng Rappang 
d. Barat: Selat Makassar  
2. Kondisi Demografis 
 Jumlah penduduk Kota Pare pare pada tahun 2012 sebanyak 
132.048 jiwa, yang terdiri dari etnis Bugis,Makassar,Mandar 
danTionghoa. 
3. Sejarah dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Pare pare Kelas I B 
Pengadilan Agama Pare pare resmi dibentuk pada tanggal 6 maret 
1958 setelah diterbitkan SK/Menag/Nomor 5/1958 Tentang Pembentukan 
                                                             
1 Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Pare pare 
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Balai Sidang Pengadilan Agama Pare pare dengan nama Mahkamah 
Syari’ah Kotamadya Pare pare yang berkantor di serambi Masjid Raya 
Pare pare (sekarang Masjid Agung Pare pare) di bawah pimpinan K. H. 
Abd. Hakim Lukman. Yuridiksinya, meliputi Kotamadya Pare 
pare2,Kabupaten Barru,Kabupaten Sidrap,Kabupaten Pinrang,dan 
Kabupaten Enrekang. Pada tahun 1967, keempat kabupaten tersebut 
masing-masing membentuk Mahkamah Syari’ah secara tersendiri. Ketua 
Mahkamah Syari’ah Pare pare terpilih untuk memimpin Mahkamah 
Syari’ah Sidrap, sehingga praktis Mahkamah Syari’ah Pare pare 
mengalami kekosongan pimpinan. Untuk itu dipilihlah K. H. Aqib Siangka 
untuk menggantikan posisinya 
Setelah berkantor di serambi Masjid selama beberapa tahun, maka 
pada tahun 1975 ketua yang kedua ini berinisiatif untuk mendirikan 
sebuah gedung tekadnya itu terwujud setelah memperoleh sebidang tanah 
dari PEMDA Pare pare yang terletak di jalan Harapan Sumpang (sekarang 
jalan Jendral Sudirman)   
4. Visi dan Misi 
a. Visi Pengadilan Agama Pare pare adalah Terwujudnya Pengadilan  
Agama Pare Pare yang Agung. 
b.  Misimewujudkan rasa keadilan sesuai dengan UU dan peraturan serta 
memenuhi rasa keadilan masyarakat. 
c. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari 
campur tangan pihak lain. 
d. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peralihan pada masyarakat. 
e. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan. 
                                                             
2 Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Pare pare 
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f. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, effisien,dan bermartabat 
serta dihomati  
g. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan 
transparan.3 
5. Tugas Pokok dan Fungsi 
  Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus 
dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang 
yang beragama islam dibidang perkawinan, waris wasiat, hibah, wakaf, zakat, 
infaq, shadaqah dsn ekonomi syaria.ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.Untuk 
menyelesaikan tugas pokok dan wewenang tersebut Pengadilan Agama 
mempunyai fungsi sebagai berikut: 
1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepanitraan 
bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan sksekusi. 
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi 
dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.4 
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di 
lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepangawaian dan keuangan 
kecuali biaya perkara). 
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum 
Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta 
sebagaimana diatur dalampasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor  7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
                                                             
3 Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Pare pare 
4 Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Pare pare 
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5. Memberkan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan 
pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang 
beragama islam yang dilakukan berdasarkan hukum islam 
sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan 
pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan 
terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya. 
7. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal tahun 
hijriyah. 
 Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima 
kepada para pencari keadilan Pengadilan Agama Pare pare, maka dalam 
melaksanakan tugas berpedoman pada Standrart Operasional Prosedur, yang 
telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisis beban kerja yang 
tertuang dalam Surat Keputusan5 Ketua Pengadilan Agama Pare pare Nomor : W2 
0- A20/644.a/OT.01.3/SK/X/2015, tanggal 1 Oktober 2015 sebagai implementasi 
dari Undang-Undang NO.25/2009 tentang pelayanan publik yang muatannya 
antara lain sebagai berikut: 
1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja 
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil 
kerja dari setiap posisi. 
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi 
untuk mengambil keputusan. 
                                                             
5Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Pare pare  
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4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung 
jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya 
5. Teresedianya sistem pengelolaan organisasi 
6. Profesionalisme personal peradilan dalam melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-
sistem yang dibangun. 
Ketua Pengadilan Agama Pare pare dari tahun ke tahun: 
1. K. H. Abd. Hakim Lukman ( periode 1959-1967) 
2. K. H. Aqib Siangka (periode 1967-1980) 
3. Drs. H. Muh. Hasan H. Muhammad (periode 1980-1986) 
4. Drs. A. Saiful Islam Tahir (periode 1986-1993) 
5. Drs. M. Djufri Ahmad, S. H. (periode 1993-1995) 
6. Drs. H. M. Rasul Lily (periode 1995-1996) 
7. K. H. Musdatsir Roci, M. A . (periode 1996-2003) 
8. Drs. H. Alwi Thaha, S. H., M. H (pls. Ketua 2003-2004) 
9. Drs. H. Syarif Mappiasse, S. H., M. H. (periode 2004-2005) 
10. Drs. H. Syahruddin, S. H., M. H. (periode 2005-2010) 
11. Drs. H. A. Siddiq, S. H., M. H. (periode 2010-2011) 
12. Drs. H. Nurdin Situju, S. H., M. H (periode 2011-2014) 
13. Drs. Haeruddin, M. H (periode 2014-2015) 
14. Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M. H (periode 2016- 2017) 
15. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H (periode 2017- sampai sekarang) 
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B. Bagaimanakah Prosedur yang Dilakukan Hakim Mediator dalam 
Menyelesaikan Perkara Pengadilan Agama Pare pare Kelas 1B 
 Setiap hakim mediator pasti menemui masalah/kendala dalam 
melakukan mediasi6  maka dari itu sebelum melakukan mediasi hakim 
mediator harus melakukan prosedur guna menyelesaikan setiap perkara 
adapun prosedur mediasi adalah: pada persidangan pertama majelis hakim 
memberikan kesempatan mediasi kepada para pihak yang berperkara, dan 
para pihak yang memilih langsung hakim mediator dari daftar yang 
disediakan oleh majelis hakim. 
Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 
1.  Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan   
untuk  memperoleh  kesepakatan  Para  Pihak dengan dibantu oleh 
Mediator. 
2.  Mediator  adalah  Hakim  atau  pihak  lain  yang  memiliki Sertifikat  
Mediator sebagai  pihak  netral  yang  membantu Para  Pihak  dalam  
proses  perundingan  guna  mencari berbagai  kemungkinan  penyelesaian  
sengketa  tanpa menggunakan  cara  memutus  atau  memaksakan  sebuah 
penyelesaian. 
3.  Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah  
Agung  atau  lembaga  yang  telah  memperoleh akreditasi  dari  
Mahkamah  Agung  yang  menyatakan bahwa  seseorang  telah  mengikuti  
dan  lulus  pelatihan sertifikasi Mediasi. 
                                                             
6 Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Pare pare 
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4.  Daftar  Mediator  adalah  catatan  yang  memuat  nama Mediator  yang  
ditunjuk  berdasarkan  surat  keputusan Ketua  Pengadilan  yang  
diletakkan  pada  tempat  yang mudah dilihat oleh khalayak umum. 
5.  Para  Pihak  adalah  dua  atau  lebih  subjek  hukum  yang bersengketa  
dan  membawa  sengketa  mereka  ke Pengadilan untuk memperoleh 
penyelesaian. 
6.  Biaya  Mediasi   adalah  biaya  yang  timbul  dalam  proses Mediasi  
sebagai  bagian  dari  biaya  perkara,  yang  diantaranya  meliputi  biaya  
pemanggilan  Para  Pihak,  biaya perjalanan  salah  satu  pihak  
berdasarkan  pengeluaran - 4 -nyata,  biaya  pertemuan,  biaya  ahli,  
dan/atau  biaya  lain yang diperlukan dalam proses Mediasi.  
7.  Resume  Perkara  adalah  dokumen  yang  dibuat  oleh  Para Pihak  
yang  memuat  duduk  perkara  dan  usulan perdamaian.  
8.  Kesepakatan  Perdamaian  adalah  kesepakatan  hasil Mediasi  dalam  
bentuk  dokumen  yang  memuat  ketentuan penyelesaian  sengketa  yang  
ditandatangani  oleh  Para Pihak dan Mediator. 
9.  Kesepakatan  Perdamaian  Sebagian  adalah  kesepakatan antara  pihak  
penggugat  dengan  sebagian  atau  seluruh pihak  tergugat  dan  
kesepakatan  Para  Pihak  terhadap sebagian  dari  seluruh  objek  perkara  
dan/atau permasalahan  hukum  yang  disengketakan  dalam  proses 
Mediasi. 
10.  Akta  Perdamaian  adalah  akta  yang  memuat  isi  naskah  
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perdamaian  dan  putusan  Hakim  yang  menguatkan Kesepakatan 
Perdamaian. 
11.  Hakim  adalah  hakim  pada  Pengadilan  tingkat  pertama dalam 
lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. 
12.  Hakim  Pemeriksa  Perkara  adalah  majelis  hakim  yang ditunjuk  
oleh  ketua  Pengadilan  untuk  memeriksa  dan mengadili perkara. 
13.  Pegawai  Pengadilan  adalah  panitera,  sekretaris,  panitera pengganti, 
juru sita, juru sita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya. 
14.  Pengadilan  adalah  Pengadilan  tingkat  pertama  dalam lingkungan 
peradilan umum dan peradilan agama. 
15.  Pengadilan  Tinggi  adalah  pengadilan  tingkat  banding dalam 
lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. 
16.  Hari adalah hari kerja7 
Dalam praktek,sebagai bagian dari proses mediasi,mediator 
berbicara secara tertutup masing-masing pihak. Di sini mediator perlu 
membangun kepercayaan para pihak yang bersengketa lebih dahulu. 
Banyak cara yang dapat dilakukan mediator untuk menanamkan 
kepercayaan, misalnya memperkenalkan diri melakukan penelusuran 
kesamaan para pihak. Kesamaan tersebut mungkin dari segi hubungan 
kekeluargaan, pendidikan, agama, profsi, hobi dan apa saja yang dirasakan 
dapat memperdekat jarak dangan para pihak yang bersangkutan. 
                                                             
7 Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
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Ada banyak taktik yang dapat dilakukan mediator ketika 
melakukan intervensi. Penggunaan taktik mediasi amat tergantung pada 
aneka faktor dan suasana- suasana. Contoh-contoh taktik:   
1. Mengusahakan supaya pihak-pihak yang bertikai menerima 
mediasi 
2. Mengusahakan supaya pihak-pihak yang bertikai mempercayai 
mediator 
3. Mengusahakan supaya pihak-pihak yang bertikai mempercayai 
prosesmediasi8 
4. Mengumpulkan informasi 
5. Menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang terlibat 
6. Mengontrol komunikasi di antara pihak-pihak yang bertikai 
7. Mengidentifikasi masalah, isu, posisi 
8. Menyeimbangkan hubungan kekuassan yang timpang 
9. Membantu menyelamatkan muka 
C. Problematika yang terjadi Selama Proses Mediasi di Pengadilan 
Agama Pare pare Kelas 1B 
Menurut Fatahillah A. Syukur, yang dimaksud dengan mediasi 
dalam konteks Indonesia adalah proses perdamaian dimana suatu sengketa 
(mediasi) perdata di pengadilan dimana yang bertindak sebagai penengah 
(mediator) adalah seorang hakim aktif yang bukan pemeriksa perkara yang 
dilakukan sebelum sidang perkara atau selama pemeriksaan perkara 
berlangsung sebelum jatuhnya putusan majelis hakim pemeriksa perkara. 
                                                             
8 Fatahillah A. Syukur, Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam 
Memajukan Sistem Peradilan, h. 43 
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Masalah utama kegagalan mediasi adalah karena masalh 
pernikahan adalah masalah hati. Hati adalah tempat paling tidak menentu 
dalam diri manusia. Apabila hati ini disakiti maka sebaik apapun mediasi 
yang dilakukan tidak akan menuju pada kerukunan rumah tangga 
kembali9, apalagi sebelum bercerai biasanya para pihak sudah menemukan  
pengganti, sehingga keinginan untuk bercerai sangat besar. 
Pada proses pelaksanaan mediasi kendala yang sering dihadapi10 
kami yah banyak sekali. Contohnya ada salh satu pihak yang tidak hadir, 
yang membuat mediasi harus di tunda lagi, tingkat emosi para pihak yang 
sudah meluap, malah yang paling parah kalau ada pihak yang hendak 
meninggalkan meja mediasi, lalu ada juga pihak yang menangis sehingga 
kami para hakim mediator harus pintar-pintar mengendalikan emosi 
mereka. 
Ibu mun’amah memandang bahwa selama ini saat beliau 
melakukan mediasi banyak pihak yang memang lebih menyutujui bercerai 
secara baik-baik, arinya meskipun bercerai , pembagian harta seperti 
nafkah dan harta bersama disetujui dalam mediasi. Namun, ada beberapa 
kasus yang meminta hakim untuk memutuskan nafkah dan harta bersama 
dalam sidang, perbandingan antara kasus tersebut 50:50, dalam kasusu lain 
seperti sengketa waris mempunyai keberhasilan yang besar dari pada 
sengketa perceraian. 
Adapun Laporan mediasi mulai dari Januari sampai Desember 2016 dapat 
dilihat pada tabel berikut:11 
                                                             
9 Hasil wawancara dengan Mun’amah, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Pare pare pada 
tanggal 13 September 2017. 
10 Hasil wawancara dengan Mudhirah, S.Ag.,M.H., Hakim pengaddilan Agama Pare pare 
pada tanggal 13 september 2017 
11 Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Pare pare 
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No
. 
BULAN 
Perkara 
Diterima 
Bulan Ini 
Jumlah 
Perkara 
yang 
Dimediasi 
Laporan Penyelesaian 
Mediasi 
Masih 
Dalam 
Proses 
Medias
i 
Tidak 
berhasi
l 
Berhasi
l 
Gaga
l  
1 2 4 6 7 8 9 10 
1 JANUARI 45 15 11 0 0 0 
2 FEBRUARI 48 24 16 0 0 2 
3 MARET 61 36 10 0 0 11 
4 APRIL 52 21 9 0 0 9 
5 MEI 99 21 9 0 0 10 
6 JUNI 32 33 10 0 0 10 
7 JULI 46 23 7 1 0 2 
8 AGUSTUS 58 26 6 0 0 10 
9 
SEPTEMBE
R 
56 30 5 0 0 5 
10 OKTOBER 47 18 7 0 0 11 
11 
NOVEMBE
R 
45 16 9 0 0 7 
12 DESEMBER 29 8 5 0 0 3 
JUMLAH 618 271 104 1 0 0 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kurang dari 50% perkara yang 
masuk dan yang di mediasi di Pengadilan Agama Parepare, observasi yang 
dilakukan diketahui bahwa terdapat 8 hakim yang menjalankan tugas di 
Pengadilan Agama Parepare terdiri dari ketua Pengadilan Agama, Wakil 
Pengadilan Agama, dan 6 hakim. 
Di dalam observasi diketemukan 2 ruangan Persidnagan yang setiap hari 
dari hari senin sampai kamis dipakai untuk persidangan maka berarti ada 2 majelis 
hakim yang bertugas yaitu total 6 hakim menjalankan tugas, berrti tersisa 2 hakim 
dari 2 hakim ini salah satunya menjadi mediator. 
Ketika salah satu hakim berhalangan hadir atau ada kunjungan keluar kota 
maka akan menggangu tugas dalam menyelesaikan perkara setiap hari nya, seperti 
diketahui bahwa tugas hakim bukan hanya berada dalam ruang persidangan akan 
tetapi juga membuat amar putusan. Meskipun kendala ini bukan merupakan 
kendala secara prosedur mempengaruhi perkara, akan tetapi secara kinerja teknis 
menggangu Pengadilan Agama secara organisai. 
Dalam wawancara yang dilakukan diketahui bahwa salah satu 
penyebab/problematiaka yang terjadi selama proses mediasi adalah masyarakat 
mengangap Pengadilan merupakan jalan terakhir dalmm menyelesaikan masalah 
mereka, dan tidak adanya ihtikad baik dari para pihak selama proses mediasi 
dilakukan, dan kurang kesungguhan hakim mediator dalam menyelesaikan 
perkara para pihak.  
penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak terlepas dari beberapa pasal-
pasal tambahan dan perubahan dari PERMA sebelumnya, yang akan peneliti 
klasifikasikan sebagai berikut:12 
1. Waktu Pelaksanaan Mediasi 
                                                             
12 Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan” 
51 
 
Dalam Perma No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di 
atur tentang waktu mediasi dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan 
perintah melakukan mediasi. 
b. Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu mediasi dapat 
diperpanjang paling lama 30 hari. 
c. Permohonan perpanjangan waktu mediasi dilakukan oleh mediator disertai 
alasan. 
Pengaturan waktu mediasi ini lebih singkat dengan ketentuan yang 
terdapat dalam Perma No 1 tahun 2008 yang mengatur jadwal mediasi selama 40 
hari. Namun perpanjangan waktu untuk mediasi atas kesepakatan para pihak lebih 
lama lagi yaitu 30 hari sedangkan dalam Perma No 1 tahun 2008 hanya 14 hari. 
2. Iktikad Baik dalam Melaksanakan Mediasi 
Perma No. 1 tahun 2016 pasal 7 mengatur tentang kewajiban 
melaksanakan mediasi dengan iktikad yang baik. Para pihak yang terlibat dalam 
proses mediasi harus mempunyai iktikad yang baik sehingga dengan iktikad yang 
baik tersebut proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Indikator 
yang menyatakan para pihak tidak beriktikad baik dalam melaksanakan mediasi, 
yaitu: 
a. Tidak hadir dalam proses mediasi meskipun sudah dipanggil dua kali 
berturut-turut. 
b. Hadir dalam pertemuan mediasi pertama, tetapi selanjutnya tidak hadir 
meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut. 
c. Tidak hadir berulang-ulang sehingga mengganggu jadwal mediasi. 
d. Tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara. 
e. Tidak menandatangani kesepakatan perdamaian. 
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Pelaksanaan mediasi dengan adanya para pihak yang tidak beriktikad baik, 
mempunyai dampak hukum terhadap proses pemeriksaan perkara. Dalam hal ini 
dapat dilihat dari aspek para pihak yang tidak beriktikad baik, yaitu: 
a. Akibat hukum Penggugat yang tidak beriktikad baik 
1. Penggugat yang tidak berittikad baik gugatannya dinyatakan tidak 
diterima (NO) 
2. Penggugat juga dikenai kewajiban membayar biaya mediasi. 
3. Mediator menyatakan Penggugat tidak berittikad baik dalam laporan 
mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarannya. 
4. Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan mediator menggelar 
persidangan dan mengeluarkan putusan. 
5. Biaya mediasi sebagai sanksi diambil dari panjar biaya atau pembayaran 
tersendiri oleh Penggugat dan diserahkan kepada Tergugat. 
b. Akibat Hukum Tergugat yang Tidak Beriktikad Baik 
1. Tergugat yang tidak berittikad baik dikenakan pembayaran biaya 
mediasi. 
2. Mediator menyatakan Tergugat tidak berittikad baik dalam laporan 
mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarannya. 
3. Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan mediator sebelum 
melanjutkan pemeriksaan perkara mengeluarkan penetapan tentang tidak 
berittikad baik dan menghukum Tergugat untuk membayar. 
4. Pembayaran biaya mediasi oleh Tergugat mengikuti pelaksanaan putusan 
yang telah berkekuatan hukum tetap. 
5. Pembayaran dari Tergugat diserahkan kepada Penggugat melalui 
kepaniteraan. 
53 
 
 
3. Biaya Mediasi 
Dalam Perma No. 1 tahun 2016, pembebanan biaya mediasi disebutkan 
secara rinci dan jelas. Berbeda dengan perma no 1 tahun 2008 yang hanya 
menyebutkan biaya mediasi secara umum saja. Mengenai biaya mediasi dalam 
Perma No 1 tahun 2016 dijelaskan bahwa: 
a. Biaya mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses mediasi sebagai 
bagian dari biaya perkara, yang diantaranya meliputi biaya pemanggilan Para 
Pihak, biaya perjalanan berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, 
biaya ahli, dan lain-lain. 
b. Penggunaan Mediator hakim dan aparatur pengadilan tidak dipungut biaya 
jasa. 
c. Biaya jasa mediator non hakim ditanggung bersama atau berdasarkan 
kesepakatan Para Pihak  
d. Biaya pemanggilan Para Pihak untuk meghadiri proses mediasi 
dibebankan kepada Penggugat terlebih dahulu melalui panjar biaya perkara. 
e. Apabila mediasi berhasil, biaya pemanggilan ditanggung bersama atau 
berdasarkan kesepakatan Para Pihak. 
f. Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan, biaya 
pemanggilan dibebankan kepada Pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian 
di Pengadilan Agama. 
4. Jenis Mediasi yang Diatur 
a. Mediasi Wajib  
Mediasi wajib ini adalah mediasi yang dilaksanakan pada hari persidangan 
dimana para pihak hadir berdasarkan panggilan yang resmi dan patut dan sebelum 
pemeriksaan pokok perkara dilakukan. Dalam proses mediasi wajib, masing-
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masing komponen yang terlibat mempunyai tugas dan fungsi untuk 
menyukseskan terlaksananya mediasi. Adapun tugas dan kewajiban masing-
masing komponen adalah: 
1. Tugas dan Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara 
a. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim 
Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak menempuh mediasi. 
b. Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada Para 
Pihak. 
Hal-hal yang wajib dijelaskan, meliputi: 
a. Pengertian dan manfaat mediasi. 
b. Kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut 
akibat hukum perilaku tidak berittikad baik dalam proses mediasi. 
c. Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan 
bukan pegawai pengadilan. 
d. Pilihan menindak lanjuti kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian 
atau pencabutan gugatan. 
e. Kewajiban Para Pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi. 
 
Setelah menjelaskan, Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir 
yang memuat: 
1. Para Pihak telah mendapatkan penjelasan  
2. Para Pihak telah memahami penjelasan. 
3. Para Pihak bersedia menempuh mediasi dengan ittikad baik: 
Setelah formulir ditandatangani, dimasukkan dalam berkas perkara. 
Keterangan mengenai penjelasan dan penandatanganan formulir dimuat dalam 
Berita Acara Sidang (BAS) 
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1. Tugas dan Kewajiban Panitera Yang Bersidang 
a. Mencatat Penjelasan Hakim Pemeriksa perkara dan penandatanganan 
formulir penjelasan dalam Berita Acara Sidang (BAS) 
b. Menyampaikan salinan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pemeriksa Perkara 
tentang Perintah Melakukan Mediasi dan Penunjukan Mediator kepada 
Mediator yang ditunjuk pada kesempatan pertama. 
c. Berkoordinasi dengan Mediator terkait penentuan jadwal dan tahapan 
mediasi. 
d. Berkoordinasi dengan petugas pencatat administrasi mediasi untuk 
memastikan dimuatnya jadwal mediasi berikut pengunduran pertemuan 
mediasi ke dalam aplikasi mediasi pada Sistem Informasi Penelusuran 
Perkara (SIPP) 
2. Tugas dan Kewajiban Mediator 
a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk 
saling memperkenalkan diri. 
b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada Para Pihak. 
c. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil 
keputusan. 
d. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama Para Pihak  
e. Menjelaskan tentang kaukus  
f. Menyusun jadwal mediasi  
g. Mengisi formulir jadwal mediasi Memberikan kesempatan kepada Para Pihak 
untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian  
h. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan  
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i. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk menelusuri dan menggali 
kepentingan Para Pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian dan 
bekerjasama mencapai penyelesaian  
j. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan 
perdamaian. 
k. Menyampaikan laporan mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara. 
l. Menyatakan salah satu pihak atau Para Pihak tidak berittikad baik dan 
menyampaikannya kepada Hakim Pemeriksa Perkara  
m. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya  
3. Kewajiban Kuasa Hukum 
a. Kuasa Hukum berkewajiban membantu Para Pihak dalam proses mediasi. 
b. Kewajiban Kuasa Hukum, meliputi: 
a) Menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara  
b) Mendorong Para Pihak berperan aktif dalam mediasi  
c) Membantu Para Pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan 
usulan penyelesaian  
d) Membantu merumuskan kesepakatan perdamaian. 
e) Kuasa Hukum dapat mewakili Para Pihak dalam mediasi dengan surat 
kuasa khusus yang memuat kewenangan untuk mengambil keputusan 
(authority to decide) 
5. Pemanggilan para pihak 
a. Pemanggilan Para Pihak untuk mediasi dilakukan oleh Jurusita atau Jurusita 
Pengganti atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara. 
b. Pemberian kuasa dilakukan demi hukum. 
c. Tidak perlu surat kuasa. 
d. Tidak perlu ada instrumen pemanggilan dari Hakim Pemeriksa Perkara. 
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Adapun tugas dan kewajiban Jurusita atau jurusita pengganti adalah 
sebagai berikut: 
a. Melaksanakan perintah Mediator untuk melakukan pemanggilan kepada Para 
Pihak. 
b. Menyampaikan laporan pemanggilan (relaas) kepada mediator.  
Dalam melaksanakan proses mediasi wajib, mediator tidak terpaku kepada 
isi posita dan petitum gugatan. Dengan demikian ruang lingkup mediasi adalah: 
a. Materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum 
gugatan. 
b. Untuk kesepakatan di luar posita dan petitum, Penggugat merubah gugatan 
dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan  
 
Dalam proses mediasi, keterlibatan pihak luar juga diperbolehkan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Atas kesepakatan Para Pihak, mediator dapat menghadirkan ahli, tokoh 
masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam proses mediasi. 
b. Para Pihak terlebih dahulu harus sepakat tentang mengikat atau tidaknya 
penjelasan atau penilai ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat 
tersebut dalam pengambilan keputusan  
Adapun hasil-hasil dalam proses mediasi wajib dapat dikategorikan 
kepada 4 macam hasil mediasi, yaitu: 
a. Mediasi berhasil 
a) Mediasi berhasil sebagian 
1. Jika mediasi berhasil, Para Pihak dengan bantuan mediator merumuskan 
kesepakatan perdamaian secara tertulis. 
2. Kesepakatan Perdamaian ditandatangani oleh Para Pihak dan mediator. 
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3. Kesepakatan Perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: 
a. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. 
b. Merugikan pihak ketiga. 
c. Tidak dapat dilaksanakan. 
4. Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum, Kesepakatan Perdamaian 
ditandatangani setelah ada pernyataan persetujuan tertulis dari Para Pihak. 
5. Kesepakatan Perdamaian dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau 
pencabutan gugatan. 
6. Mediator melaporkan keberhasilan mediasi disertai kesepakatan 
perdamaian. 
7. Hakim Pemeriksa Perkara mempelajari Kesepakatan Perdamaian paling 
lama 2 hari. 
8. Jika belum memenuhi ketentuan, Kesepakatan Perdamaian dikembalikan 
kepada mediator untuk perbaikan paling lama 7 hari. 
9. Paling lama 3 hari setelah menerima perbaikan, Hakim Pemeriksa Perkara 
membacakan Akta Perdamaian  
Mediasi berhasil sebagian ini dibedakan kepada dua hal, yaitu: 
a. Mediasi Berhasil dengan Sebagian Pihak (Pasal 29) 
a) Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan 
sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi 
mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai 
pihak lawan.  
b) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian 
pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator. 
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c) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut 
aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai 
kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).  
d) Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak 
mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1).  
e) Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat 
mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi 
sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia 
mengubah gugatan, Mediasi dinyatakan tidak berhasil.  
f) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap 
pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau 
peninjauan kembali.  
b. Mediasi Berhasil Sebagian Terhadap Objek Perkara (Pasal 30) 
a) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh 
objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan 
Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 
ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan 
Mediator.  
b) Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek 
perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh Para 
Pihak.  
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c) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau 
tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan 
Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.  
d) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2) dan ayat (3) berlaku pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan 
perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan 
kembali.  
Terhadap hasil mediasi yang berhasil sebagian, khusus untuk perkara 
perceraian, Perma No 1 tahun 2016 pada Pasal 31 menyebutkan: 
a. Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang 
tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak 
tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan 
dengan tuntutan lainnya.  
b. Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam 
Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya 
dengan perkara perceraian.  
c. Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim 
Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan 
hukum tetap.  
d. Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak 
gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan 
perkara.  
b. Mediasi tidak berhasil 
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Mengenai mediasi yang tidk berhasil, Perma No 1 tahun 2016 pada pasal 
32 ayat (1) memberi ketentuan sebagai berikut: 
a) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan 
dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, 
dalam hal:  
1. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau  
2. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.  
 
e. Mediasi di Luar Pengadilan 
1. Para pihak dengan bantuan mediator yang berhasil menyelesaikan 
sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat 
mengajukannya ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta 
perdamaian dengan cara mengajukan gugatan 
2. Pengajuan gugatan tsb harus dilampiri dengan kesepakatan perdamaian 
dan dokumen2 yang membuktikan adanya hubungan hukum para pihak 
dengan objek sengketa; 
3. Hakim wajib memastikan kesepakatan itu memenuhi syarat-syarat: 
a) Sesuai kehendak para pihak; 
b) Tidak bertentangan dengan hukum; 
c) Tidak merugikan pihak ketiga; 
d) Dapat dieksekusi; 
e) Dengan itikad baik.  
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D. Bagaimana Metode Hakim Mediator dalam Menyelesaikan 
Problematika Selama Proses Mediasi di Pengadilan Agama Pare pare 
Selama proses mediasi berlangsung banyak kendala yang di hadapi oleh 
hakim mediator, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam 
kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan i’tikad baik 
para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka13. Keinginan dan i’tikad baik 
ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam 
perwujuannya.mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang 
melibatkan pihak ketiga.  
Untuk mengetahui lebih jelas bagamana hakim mediator mewujudkan 
penyelesaian sengketa, maka peneliti telah melakukan wawancara tertulis dengan 
informan, mengenai Bagaimanakah cara mengatasi problematika yang dialami 
selama melakukan mediasi di Pengadilan Agama Pare pare. 
4. Pertanyaan: Menurut anda Bagaimanakah cara mengatasi 
problematika yang dialami selama  melakukan  mediasi di 
Pengadilan  Agama Pare pare ? 
5. Jawaban informan. Hasil wawancara tertulis tentang bagaimanakah 
cara mengatasi problematika yang dialami selama melakukan 
mediasi di Pengadilan Agama Pare pare sebagai berikut: 
c.  (Mun’amah, S.H.I) 
                                                             
13 Nugroho, Susanti Adi, Mediasi Sebagai, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: 
Telaga Ilmu Indonesia, 2009, hlm 27 
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Upaya yang dilakukan ibu mun’amah pada saat mediasi yaitu dengan 
pendekatan persuasif, dan memisahkan antara penggungat dan tergugat agar 
dapat lebih mudah memahami permasalahan yang dihadapi.14 
d. (Mudhira, S.Ag., M.H) 
Memberikan15 pemahaman kepada kedua belah pihak yang bertikai melalui 
pandangan ilmu agama, ilmu sosial dan lainnya, bahwa setiap masalah dapat 
dibicarakan dengan baik  
e.  (Dra. Fatma Abujahja) 
Upaya yang dilakukan adalah memberikan nasihat mengenai masalah rumah 
tangga. Tiap para pihak yang dihadapi memberikan nasihat yang berbeda-
beda, tergantung masalahnya. Biasanya dalam mediasi ibu fatma juga akan 
membandingkan rumah tangga orang tua para pihak. Apabila rumah tangga 
orang tua para pihak berthan lama dijadikan contoh bagi para pihak. 
f.  (Khoerunnisa, S.H.I) 
Sebenarnya yang pertama adalah  adanya kesungguhan dari mediator. Kalau 
tidak sungguh-sungguh atau misalnya ketika mediator sebelum 
mempertemukan kedua belah pihak dan sudah melihat perkaranya yang 
kelihatan sulit16, membuat mediator tersebut menjadi tidak sungguh-
sungguh dalam melaksanakan mediasi. Dan yang paling penting adalah 
                                                             
14 Hasil wawancara dengan Mun’amah, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Pare pare pada 
tanggal 13 September 2017 
15 Hasil wawancara dengan Mudhirah, S.Ag.,M.H., Hakim pengaddilan Agama Pare pare 
pada tanggal 13 september 2017 
 
16 Hasil wawancara dengan Khoerunnisa, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Pare pare pada 
tanggal 15 September 2017 
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sarana atau fasilitas untuk proses mediasi. Seperti ruangan yang ber-AC, ada 
tulisan-tulisan arab dan lain-lain 
g.  (Salmirati, S.H., M.H) 
Memang sangat penting mediator yang sudah terlatih, tapi jauh lebih 
dominan indikator berhasil atau tidaknya tergantung para pihak yang 
bersengketa, apalagi kalau perkaranya sudah kompleks. 17 
E. Analisis Penulis  
Bahwa Hakim dalam penyelesaian sengketa terlihat secara lebih 
nyata dan adanya kesungguhan guna terciptanya keberhasilan dalam 
proses mediasi di Pengadilan dan juga paradigma masyarakat tentang 
Pengadilan harus diubah, terutama dalam kasus perceraian dan kewarisan. 
Para pihak yang bersengketa di peradilan agama menganggap hakim tidak 
hanya sebagai orang yang memiliki otoritas sebagai pejabat pengadilan, 
tetapi juga memiliki pengetahuan mengenai hukum Islam yang menjadi 
dasar penyelesaian sengketa. Agar para pihak menunjukkan ihtikad baik 
dalm proses mediasi dan para pihak mau mendengar ucapan dan arahan 
hakim karena dipandang sebagai nasihat agama untuk mengutamakan 
penyelesaian sengketa secara damai..18 
 
                                                             
17 Hasil wawancara dengan Salmirati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Pare pare 
pada tanggal 15 September 2017 
18 Fatahillah A. Syukur, Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam 
Memajukan Sistem Peradilan, h. 59 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Setiap hakim mediator pasti menemui masalah/kendala dalam melakukan 
mediasi maka dari itu sebelum melakukan mediasi hakim mediator harus 
melakukan prosedur guna menyelesaikan setiap perkara berdasarkan hasil 
wawancara dengan hakim selaku mediator diantaranya adalah; 1) Para pihak 
yang bersengketa, yang bersengketa berhak memilih hakim mediator yang 
disediakan oleh majelis hakim sesuai kesepakatan para pihak. 
2. Bahwa masalah utama kegagalan mediasi adalah masalah hati. Hati adalah 
tempat paling tidak menentu dalam diri manusia. Apabila hati ini disakiti 
maka sebaik apapun mediasi yang dilakukan tidak akan menuju pada 
kerukunan, Paradigma masyarakat yang menggangap bahwa Pengadilan 
adalah jalan terakhir guna menyelesaikan masalah mereka dan juga tidak 
ihtikad baik dari para pihak selama proses mediasi. Ketidakmampuan hakim 
mediator dalam emosi para pihak, kurangnya fasilitas mediasi, dll 
3. Guna menyelesaikan masalah selama proses mediasi berhasil banyak metode 
yang digunakan hakim mediator adalah yaitu dengan pendekatan persuasif 
dan memisahkan antara penggugat dan tergugat agar dapat lebih memahami 
permasalahan yang dihadapi, memberikan pemahaman kepada para pihak 
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memlalui pandangan ilmu agama, ilmu sosial dan lainnya, dan kesungguhan 
dari hakim mediator dalam menyelesaikan perkara. PERMA No 1 tahun 2016 
belum memadai dalam tingkat keberhasilan mediasi. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Agar dalam proses mediasi berjalan lancar diharapkan kepada semua pihak 
khususnya bagi pihak yang bersengketa untuk senantiasa beriktikad baik 
dalam proses mediasi, kemudian kepada mediator hakim untuk bersifat 
profesional dalam memediasi pihak yang bersengketa agar mediasi berhasil 
dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan 
2. Mahkamah Agung harus mengadakan lebih banyak pendidikan sertifikasi 
mediasi agar hakim di Pengadilan Agama Parepare bisa mendapatkan 
sertifikat mediator yang merupakan penunjang tingkat kualitas mediator guna 
menigkatkan keberhasilan selama proses mediasi media. 
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